PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24 /PUU-XXI/2023 PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

14 APRIL 2023

PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, pukul 15.54 WIB, Mahkamah
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(selanjutnya disebut KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara
Nomor 24/PUU-XXI/2023. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor
24/PUU-XX1/2023, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal

DPR RL

PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian KUHP dalam perkara Nomor 24/PUU-XXI/2023,
diajukan oleh Risky Kurniawan dan Michael Munthe, untuk selanjutnya disebut

sebagai Para Pemohon.

PASAL/AYAT KUHP YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap

Pasal 491 angka 1 KUHP, yang berketentuan sebagai berikut:
Pasal 491 angka 1

“Diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah:
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat
Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi)
A.
B.
C.
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1. barang siapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi
dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran
tanpa dijaga;”

. BATU UJI

Bahwa Pasal a quo dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat
(1), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28] ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena
dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional
Para Pemohon.

. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap pengujian KUHP dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi
memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.6] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama
permohonan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum para
Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa permohonan para Pemohon bertolak pada kondisi tempat tinggal
para Pemohon yang marak berkeliaran ODG]J. Sebagai mahasiswa hukum, para
Pemohon berniat untuk melakukan penelitian mengenai ODGJ. Namun, para
Pemohon merasa terancam dan takut apabila dijadikan tersangka akibat
berlakunya Pasal 491 angka 1 KUHP. Selain itu, para Pemohon merasa tidak
bebas untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

[3.6.2] Bahwa para Pemohon sama sekali tidak menjelaskan bukti yang dapat
menunjukkan banyaknya ODG] yang berkeliaran di tempat tinggal mereka.
Terlebih lagi, para Pemohon juga tidak dapat menunjukkan atau membuktikan
dirinya pernah diganggu oleh ODG]J. Selain itu, para Pemohon hanya menjelaskan
bahwa dirinya hendak melakukan penelitian tentang ODGJ, namun para Pemohon
tidak menjelaskan kepentingan para Pemohon terhadap penelitian tersebut
dalam kaitannya dengan ODG]. Para Pemohon juga tidak menjelaskan memiliki
keluarga atau sanak saudara yang menderita gangguan kejiwaan. Di sisi lain, para
Pemohon hanya menjelaskan kekhawatirannya apabila diganggu oleh ODGJ dan
khawatir diancam pidana karena disangka tidak menjaga ODGJ, namun para
Pemohon tidak menjelaskan secara detail bagaimana hal tersebut secara spesifik
dan aktual atau setidak-tidaknya potensial dapat terjadi menurut penalaran yang
wajar;

[3.6.3] Bahwa Pasal 491 angka 1 KUHP ditujukan kepada pihak yang
berkewajiban menjaga ODGJ, yang menurut Staatsblad 1897 nomor 54, keluarga
dekat diwajibkan menjaga ODG] sebagai kewajiban moral dan bukan kewajiban
hukum, sedangkan menurut Pasal 80 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014
tentang Kesehatan Jiwa, yang bertanggung jawab melakukan penjagaan ODG]
adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sementara itu, para Pemohon tidak
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menjelaskan hubungan dirinya dengan ODG]J karena tidak termasuk pihak yang
wajib menjaga ODGJ . Dengan demikian, norma a quo tidak ditujukan kepada para
Pemohon, sehingga para Pemohon tidak memiliki kerugian hak konstitusional
atas berlakunya pasal dimaksud;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut
Mahkamah, para Pemohon tidak mampu menjelaskan atau menguraikan
Kkerugian atau potensi kerugian hak konstitusional yang dialami oleh para
Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 491 angka 1 KUHP yang dimohonkan
pengujian Kkonstitusionalitasnya. Sebab, norma a quo justru memberikan
perlindungan kepada masyarakat agar tidak terancam oleh ODG]J, sehingga para
Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a
quo;

[3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan
a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum

untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah tidak
mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

AMAR PUTUSAN
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

PENUTUP

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan
mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno
terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang
wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ
penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu,
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 24/PUU-XXI/2023 yang
menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima terhadap
pengujian KUHP mengandung arti bahwa ketentuan a quo tidak bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

A

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
2023

-

]
]
]
]



